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ABSTRAK

WIRANDA ANGELINA BULUATI, H1118213.TINJAUAN SOSIOLOGIS YURIDIS
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIKALANGAN MASYARAKAT
KECAMATAN DUHIADAA, KABUPATEN POHUWATO.

Penelitian 1m bertujuan, 1. Untuk mengetahui Bagaimanakah metode pembagian harta
warisan di Kalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, 2. Untuk
mengetahui Bagaimanakah pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten
Pohuwato dalam pembagian harta wartsan, 1. Yundis Empiris yaitu memadukan antara
data primer yang di peroleh dan hasil penelitian di lokasi penelitian dan dengan data
sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran peraturan perundang-undangan dan
penelusuran literature-literatur yang mendukun dalam menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini. 2, hukum kebiasaan dan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa
Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan. penelitian yang penulis pilih dalam
melakukan pengumpulan data guna menunjang penulisan dalam penelitian ini adalah di
Pengadilan Agama Marisa, Kantor Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
I. pembagian harta berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dikalangan masyarakat, dan kedua
pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum tslam meskipun sangat minim
yang menerapkan hal ini.

Kata kunci: sengketa, Harta Warisan,

Vil
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ABSTRACT

WIRANDA ANGELINA BULUATI, H 1118213.SOCIOLOGICAL REVIEW OF
THE DISTRIBUTION OF HERITAGE ASSETS BETWEEN THE COMMUNITY

OF DUHIADAA DISTRICT, POHUWATO REGENCY.

This study aims, 1. to find out how the method of dividing inheritance among the
people of Duhiadaa sub-district, Pohuwato district, 2. to find out how the consideration of
the people of Duhiadaa sub-district, Pohuwato district in the distribution of inheritance, 1.
empirical juridical, namely combining primary data that obtained from the results of
research at the research location and with secondary data obtained from the results of
tracing the legislation and the search for supporting literature in answering the formulation
of the problem in this study. 2. customary law and considerations of the people of
Duhiadaa Subdistrict, Pohuwato Regency in the distribution of inheritance. The research
that the writer chose in collecting data to support the writing in this study was at the Marisa
Religious Court, the Village Office, community leaders, religious leaders, and traditional
leaders. 1. the distribution of assets based on habits among the people, and secondly the
distribution of inheritance is based on the provisions of Islamic law, although very few

implement this.

keywords: dispute, inheritance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan dan pewarisan merupakan dua peristiwa hukum yang sering
terjadi dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu upaya untuk
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. sedangkan pewarisan dapat terjadi
karena meninggailnya pewaris dan meninggalkan harta warisa sehingga dilakukan
pengalthan hak milik dan pewaris kepada ahli waris. Perkawinan merupakan suatu
peristiwa hukum yang merupakan awal dalam rangkaian peristiwa hukum yang akan
sampai pada proses pewarisan. Dan hubungan dalam perkawinan merupakan suatu
penentu besar kecilnya bagian yang akan diperoleh oleh setiap anggota keluarga

pewaris.

Keluarga dapat terbentuk karena diawali dengan adanya perkawinan, yaitu
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam suatu keluarga, terkadang muncul
berbagar macam konfhk yang biasa disebabkan karena adanya perbedaan pendapat
diantara anggota keluarga. Konflik tersebut dapat menimbulkan suatu peristiwa
hukum yang menyebabkan keutuhan keluarga tidak dapat bertahan. Peristiwa hukum
seperti itu biasa disebut dengan perceraian. Akibat hukum dari terjadinya perceraian,

yaitu putusnya hubungan hukum antara si suami dengan s1 istri. Ketika perceraian itu
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terjadi, tidak menutup kemungkinan kepada s1 suami untuk menikah lagi. Perkawinan
yang terjadi untuk kedua kalinya, dapat menimbulkan banyaknya ikatan hubungan
yang terjalin. Apabila terjadi waris pada keluarga yang mengalami perkawinan lebih
dan satu kali, dimungkinkan dapat terjadi kerumitan dalam hal pembagian
warisannya. Agar terjadi suatu keadilan dalam pembagian harta peninggalan, maka
dibutuhkan suatu aturan yang dapat mengaturnya. Aturan tersebut disebut juga

dengan hukum waris.

Harta waris disebut juga sebagai harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta
tersebut sudah tiada. Hal im disebabkan karena sang pemilik telah meniggal dunia
maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan
kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum
memberikan hak dan kewapiban kepada orang-orang terdekat mereka untuk
menikmati dan mengurus harta tersebut agar jagan sampai harta tersebut

ditelantarkan.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka setiap orang
yang mengurus harta waris, diperbolehkan juga untuk menikmati haknya. Karena
sifatnya hak, maka bagi ahli waris selain dapat menerima warisan juga diperbolehkan
untuk menolaknya. Misalnya jumlah harta warnsan lebih kecil danpada utang
pewaris, maka dalam hukum perdata maupun hukum adat, seorang ahl waris boleh

menolak harta warisan tersebut. Dalam hukum Islam Kontenporer meskipun tidak

g
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membolehkan penolakan harta warisan, namun pendapat beberapa ulama

memperbolehkannya.

Dalil yang membolehkan hal untuk menolak karena utang pewaris lebih besar
dari harta waris adalah pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa putusnya
utang piutang antara lain disebabkan karena salah satu pihak meninggal dunia, namun
hal 1m tidaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi si pemberi utang, sehingga

pendapat ini tidak banyak digunakan orang.

Aturan hukum yang mensyaratkan bahwa harta warisan hams didahului oleh
penstiwa ketiadaan, baitk meninggal manpun kepergian tanpa keterangan dari si
pewaris hanya diatur dalam hukum perdata dan hukum Islam saja. Sedangkan di

dalam hukum adat tidak mensyaratkan keadaan si pewaris harus meninggal dulu atau

pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa kepastian untuk kembali pulang.

Mengapa demikian? Karena hukum adat memandang warisan sebagai suatu
proses pengoperan dan peralihan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil dari
generast ke generasi. Materiil dapat berupa uang maupun harta benda lainnya,

sedangkan immateriil dapat berupa gelar kebangsawanan maupun ilmu-ilmu tertentu.

Dengan tercantumnya kekayaan immateriil, si pewaris immateriil tidak perlu
meninggal terlebih dahulu agar dapat dinikmati oleh ahli warisnya. Warisan yang
berupa kekayaan immaternl sudah dapat dinikmati oleh ahli waris pada saat Si

pewaris masth hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Misalkan saja gelar
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kebangsawanan suku bangsa Bugis pada umum nya (Andi). Nama itu sudah dapat
digunakan sejak ahli waris lahir tanpa perlu menunggu peristiwa meninggalnya si

pemilik nama awal, yaitu bapaknya, kakeknya, ataupun buyutnya.

Meskipun terdapat perbedaan, namun ketiga pilihan hukum (adat, perdata,
Islam) tersebut sepakat bahwa di dalam peralihan harta warisan terdapat juga hak
kebendaan (materiil) yang dapat dibagikan kepada ahli wanis. Hak kebendaan inilah

vang pada akhirnya sering menciptakan persengketaan-persengketaan dalam

pembagian harta waris.

Kebanyakan persengketaan waris terjadi pada kalangan ahli waris yang tidak
lain merupakan sesama keluarga. Karena “gelap mata™ dan hati sudah telanjur
dipenuhi oleh nafsu dan keserakahan untuk menguasai seluruh harta si pewaris, maka
saudara yang tadinya “’satu perut satu kandungan” dapat berlaku tega mengambil hak
saudara yang lain tanpa rasa kasihan. la tidak peduli bahwa di dalam harta yang ia

ambil adalah milik saudaranya yang barangkali sedang dalam keadaan susah.

Untuk mengantisipast keadaan tersebut apabila terjadi persengketaan di
kemudian hari, maka hukum mengatur pembagian maupun penyelesajan
persengketaan waris ke dalam aturan hukum waris, baik adat, perdata, maupun Islam
Hukum pun melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dengan

menyediakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak.
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Perlu diingat pula bahwa dalam aturan hukum waris bersifat fakultatif atau
melengkapi. Artinya para ahli waris boleh memilih aturan hukum waris mana vang
akan digunakan dalam pembagiannya. Baik 1tu pembagian menurut hukum adat,

perdata, Islam, maupun kesepakatan bersama antara para ahli waris.

Pembagian harta warisan merupakan suatu hal yang sering kali menjadi
sengketa dikalangan masyarakat Kabupaten Pohuwato. Yang yang menjadi pokok
permasalahan tersebut tidak lain karena adanya perbedaan pendapat terkait hak dan
besarnya nilai harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris.
Perbedaan pendapat terkait dengan hak oleh masing-masing ahli wans tentu sangat-
sangat berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa dan tidak menutup kemungkinan
bisa menyebabkan pertikaian diantara ahli wans. Sehingga dengan demikian perlu
untuk memahami pandagan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat terkait

dengan pembagian harta warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan
judul “Tinjauan Sosiologis-Yuridis Pembagian Harta Warisan Dikalangan

Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato”.

1.2 Rumusan Masalah

Dan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan

rumusan masalah sebagai berikut:
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) Bagaimanakah metode pembagian harta warisan di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Duhiadaan Kabupaten Pohuwato ?
2) Bagaimanakan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten

Pohuwato dalam pembagian harta warisan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1) Untuk mengetahui Bagaimanakah metode pembagian harta warisan di
Kalangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato
2) Untuk mengetahui Bagaimanakan pertimbangan masyarakat Kecamatan

Duhiadaan Kabupaten Pohuwato dalam pembagian harta warisan

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian 1n1 diharapkan bisa menjadi tambahan bahan pustaka dalam
pembagian harta warisan dan bisa menjadi dasar untuk penelitian-penelitian

selanjutnya terkait dengan masalah pembagian harta warisan.
2) Makfaat praktik

Hasil penelitian 1ni diharapakn bisa menjadi bahan rujukan dalam pembagian

harta warisan dan dalam proses penyelesaian sengketa waris.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia

Sebelum terjadinya proses pewarisan, didalam hidup manusia terdapat siklus
kehidupan. Manusia akan melewati beberapa tahap tesebut sebelum sampai nantinya

pada proses pewarnisan. Tahap tesebut adalah:

e Tahap kelahiran. Tahap ini merupakan tahap permulaan hidup seseorang.

e Tahap perkawinan. Tahap ini merupakan tahap dari seseorang untuk memulai
hidup berkeluarga, dan berpasangan dengan lawan jenisnya. Pada tahap ini
merupakan tahap berkembang dalam kehidupan manusia sehingga tahap ini
dapat dihindari maupun tidak dihindari, contoh yang menghindari tahap ini
adalah pastur dan biarawan atau biarawati.

¢ Tahap kematian. Tahap ini merupakan akhir dar hidup.

Dan ketiga tahap di atas dapat dilihat bahwa tahap kelahiran dan tahap
kematian merupakan tahap yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Manusia pada
kodratnya diciptakan oleh Tuhan untuk dapat berpasang-pasangan, oleh sebab itu bila
ingin berpasangan maka harus dilakukan dengan membentuk suatu ikatan
perkawinan. Secara umum perkawinan dapat diartikan sebagai pertalian yang sah
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga

dan hidup bersama dalam waktu vang lama.
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Sampai saat 1 di Indonesia belum terdapat unifikasi hukum terhadap

pengaturan Hukum waris. In1 disebabkan karena keanekaragaman budaya, adat

istiadat dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu latar belakang yang lain

adalah keadaan pada saat sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum

Indonesia merdeka tepatnya pada saat masa penjajahan terdapat pembedaan dan

penggolongan penduduk dilihat dari golongan dan ras dengan latar belakang

penduduk kolonial. Di Indonesia berlaku berbagai hukum atau peraturan dalam

sejarah tata hukum. Sejak zaman penjajahan hingga berlakunya UUD 1945, yaitu

antara lamn:

d.

b.

Indische Staatsregeling ( UUD Hindia Belanda).

Wet yang dibuat di Belanda bersama Staten General.

Ordonintie, yaitu peraturan yang dibuat oleh gubernur Jenderal Hindia
Belanda bersama Volksraad hindia Belanda.

Regering Verordening (RV), yaitu peraturan yang mengikat umum.

Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesia (AB), yaitu ketentuan

umum tentang Peraturan Perundangan untuk Indonesia.

Hukum dan peraturan Belanda dinyatakan berlaku di pemerintahan Hindia

Belanda berdasarkan asas konkordasi. Asas konkordasi sendiri yakni adalah asas

persamaan berlakunya sistem hukum di Hindia Belanda dengan negara Belanda.

Berdasarkan pasal 163 IS, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan yakni:
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a. Golongan Eropa, yakni terdiri dari semua orang belanda, semua orang
Belanda tetapi berasal dar eropa, orang Jepang, dan keturunan yang sah
yang lahir di Hindia Belanda.

b. Golongan Timur Asing, yakni semua orang yamg merupakan keturunan
Cina dan keturunan yang lainnya seperti dari bangsa Arab, India, Pakistan,
dan Mesir.

¢. Golongan Indonesia ash atau Bumi Putera.

Maka dari latar belakang perbedaan golongan bangsa di Indonesia pada masa
sebelum kemerdekaan dan keadaan yang pluralistik tersebutlah pengaturan atas
hukum waris di Indonesia muncul sesuai dengan budaya, adat istiadat dan agama
telah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Selain ttu belum adanya unifikasi hukum
waris di Indonesia karena dasar dari masing-masing hukum waris yang ada di
Indonesia sangat berbeda. Sulit untuk dilakukan penyatuan hukum, dan juga akan
memakan waktu yang lama. Hukum warns di Indonesia khususnya untuk hukum
waris menurut adat merupakan aliran pikaran-pikiran komunal dan konkret dan
bangsa Indonesia. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur
proses meneruskan harta warisan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunan
berikutnya. Proses tersebut telah mulai pada waktu orang tua masih hidup, sehingga
dapat dihihat bagaimana hukum waris adat di Indonesia yang tidak terlepas

hubungannya dengan susunan masyarakat diberbagi daerah yang berbeda-beda. Maka
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pokok pangkal uraian Hukum Waris Adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan

sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.
2.2 Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Islam

2.2.1 Hukum Waris Islam

Pada dasarnya semua ketentuan mengenai hukum waris Islam diatur didalam
Al-Qur’an, yang merupakan sumber hukum tertinggi bagi umat Islam. Didalam
AlQur’an memuat kaidah — kaidah hukum yang fundamental (asasi). Sumber hukum
Islam lainnya dapat dilihat dari As-sunnah (Al-hadis) dan akal pikiran (ra’yu) yang

lebih kita kenal dengan Ijtihad.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur’an sesungguhnya merupakan perbaikan dan
perubahan dan prinsip hukum waris yang berlaku di negara Arab sebelum Islam,
dengan sistem kekeluargaan yang patrilineal. Asas hukum kewarisan yang dapat
dilihat dari Al-Qur’an dan Al-Hadis antara lain (Mohammad Daud Ali, 1996:128)

adalah:

e Asas ljibari yang berarti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal
dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan
Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ini
berarti harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli warisnya

dengan perolehan yang sudah dipastikan.
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e Asas Bilateral yang berarti bahwa seseorang akan menerima hak
kewarisan dar1 kedua belah pihak yaitu dan pihak kerabat keturunan laki -
laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam
surat Al-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, dan 176.

¢ Asas Individual yang berarti menyatakan bahwa harta warisan dapat
dibagi-bagi pada masing - masing ahli waris untuk dimiliki secara
perseorangan.

* Asas keadilan yang berimbang yang berarti bahwa harus senantiasa
terdapat keseimbangan diantara hak dan kewajiban. Keseimbangan disini
yakni antara hak seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

¢ Asas yang menyatakan kewarisan terjadi apabila ada yang memnggal
dunia. Menurut kewarisan ketentuan Islam, peralian harta seseorang
kepada orang lain yang disebut dengan kewarisan terjadi setelah orang

yang mempunyai harta meninggal duma.
2.2.2 Hukum Waris Dalam Al-Qur’an

Sendi utama pengaturan warisan dalam Agama Islam satu-satunya bersumber
pada Al-Qur’an yang tercantum dalam Surat An-Nissa (QS.IV), Surat Al-Bagarah
(QS.1I), dan terdapat pula dalam Surat Al-Ahzab (QS.XXXIII). Ayat-ayat suci yang
berisi ketentuan hukum waris dalam Al-Qur’an, sebagian besar terdapat dalam Surat

An-Nissa (QS.1V) di antaranya sebagai berikut:
An-nisa ayat 7
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Mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan
ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian
warisan dan apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi
wanita ada bagian warisan darn apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan

kerabatnya.
An-nisa ayat 11

Mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan

bapaknya dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan hutang.
An-nisa ayat 12

Mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang,
perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan
perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah dengan dua garis hukum, soal

wasiat dan hutang.
An-nisa ayat 33

Mengatur mengenai mawali, seseorang yang mendapat harta peninggalan dar
ibu bapaknya, mengenail mawali seseorang yang mendapat harta peninggalan
dan kerabatnya, mengenar mawali seseorang yang mendapat harta
peninggalan dari tolan seperjanpjannya, dan perintah agar pembagian bagian

tersebut dilaksanakan
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An-nisa ayat 176

Menerangkan mengenai arti kalaalah, dan mengatur mengenai perolehan

saudara-saudara dalam hal kalaalah(Sajuti Thalib, 1982:14-15).
2.2 Golongan Ahli Waris dalam Islam

Secara garis besar golongan ahhi waris di dalam Agama Islam dapat

dikelompokan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Dzul Faraa’idh “Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an,

yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu

yang tidak berubah-ubah™(Hazairin, 1968:38).
Al-Qur’an menjelaskan mereka yang menjadi Dzul faraa’idh adalah:

1. Dalam garis ke bawah:
¢ Anak perempuan,
e Anak perempuan dari anak laki-laki (QS. IV: 11).

2. Dalam garis ke atas:
e Ayah;
e [bu;
¢ Kakek dan garis ayah;
e Nenek dar gans ayah maupun gans ibu (QS. [V:11).

3. Dalam garis ke samping:

e Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah; h)
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¢ saudara perempuan tiri dar garis ayah (QS. IV: 176); 1)
¢ saudara lelak: tir1 dan garis 1ibu (QS. [V: 12);))

e saudara perempuan tin darn gans ibu (QS. IV: 12);

e Duda; 5)

¢ Janda ((QS. 1V: 12) (Eman Suparman, 1985:17).

b. Ashabah

Ashabah adalah ahlt waris yang ditarik dan garis ayah. Ashabah menurut
ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat
bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu

dikeluarkan adalah dzul faraa’idh, setelah itu sisanya baru diberikan kepada

ashabah.

Menurut ajaran ini asabah ada tiga macam:

1) Ashabah binafsihi adalah orang yang menjadi asabah karena

kedudukan dirinya sendirni. Mereka yang termasuk dalam asabah

binafsihi adalah:
¢ Anak laki-laki;

e Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja

pertaliannya masih terus laki-laki;

e Ayah;
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2)

e Kakek dari pithak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya
belum putus dar pihak ayah,

e Saudara laki-laki sekandung;
e Saudara laki-laki seayah;
e Anak saudara laki-laki sekandung;
¢ Anak saudara laki-laki seayah;
e Paman yang sekandung dengan ayah;
e Paman yang seayah dengan ayah;
e Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
e Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
Ashabah bilghairi adalah seorang wanita yang menjadi ashabah (yang
mendapat bagian yang tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-
laki. Jadi asalnya dia bukanlah seorang asabah, tadinya dia adalah dzul
faraa’idh. Laki-laki yang menariknya menjadi asabah itu 1alah saudara
dari perempuan tersebut yang seusbah dan sederajat. Orang yang
menjadi asabah karena kedudukan dirinya sendiri. Mereka yang
termasuk dalam asabah bilghain adalah:
e Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
e Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

3) Ashabah ma’al ghairi adalah saudara perempuan yang mewaris

bersama keturunan perempuan dari pewaris. Dalam hal demikian
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C.

maka turunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai
dengan kedudukannya sebagai dzul faraa’idh dan sisanya diberikan
kepada saudara perempuan. Mereka 1tu adalah:

¢ Saudara perempuan sekandung, dan

e Saudara perempuan seayah.

Dzul Arhaam

Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan
pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya Hukum
Kewarisan Bilateral memberikan perinctan mengenai dzul arhaam, yaitu; “
semua orang yang bukan dzul faraa’idh dan bukan asabah, umumnya terdin
atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu
laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga

pihak ayah dan ibu”(Hazairin, 1999:15).
Mawali

Mawali 1alah ahh waris pengganti. Maksudnya adalah ahli waris yang
menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan
diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang
digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia
masih hidup, namun dalam hal ini dia telah meninggal lebih dahulu dari si
pewaris. Mereka yang menjadt mawal in1 1alah keturunan anak pewaris,

keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam
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perjanjian pewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si

pewaris.

e. Kelompok Keutamaan Ahli Waris Menurut Al-Qur’an
Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum waris Islam
menurut Al-Qur’an dikenal adanya ahli waris dzul faraa’idh yang bagiannya
tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketetapan yang ada di
dalam AlQur’an, juga terdapat ahli waris ashabah dan ahli waris dzul arhaam.
D1 samping 1tu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli
waris, yaitu ahli wans yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli
waris lainnya. Mereka yang menurut Al-Qur’an termasuk kelompok yang
didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan terdin
atas empat macam, vaitu:
1) Keutamaan pertama:
e Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti
kedudukan anak yang meninggal dunia;
e Ayah, 1bu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.
2) Keutamaan kedua:
e Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli wans pengganti
kedudukan saudara;
e Ayah, ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.

3) Keutamaan ketiga:
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e [bu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila
tidak ada anak dan tidak ada saudara;
e Janda atau duda.
4) Keutamaan keempat
e Janda atau duda;

o Ahli waris pengganti kedudukan i1bu dan ahli waris pengganti

kedudukan ayah.
2.3 Harta Warisan Islam

Dasarnya diatur dalam Al — Quran, demikian pula ketentuan hukum warisan
[slam selain diatur dalam Al — Quran juga diatur dalam Sunnah — sunnah Rasul dan
[jitthad yang telah ada. Harta warisan dalam Islam dapat digambarkan sebagai

benkut:

¢ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang
berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi haknya
(Hilman Hadikusuma, 1980:34).

e Harta warisan adalah harta yang benar-benar menjadi hak milik pewaris
almarhum yang berwujud benda maupun tidak berwujud, yang telah bersih
dan kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagikan kepada ahh

waris.
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Supaya harta warisan itu bersih dan dapat dibagikan menurut ketentuan Islam,
maka harta warisan tersebut harus terlebih dahulu sudah dikurangi dengan semua
biaya-biaya yang belum atau sudah dikeluarkan untuk keperluan pengobatan ketika

pewaris sakit sampai dengan wafatnya pewaris tersebut.
2.4 Sistem Kewarisan Islam

Sesungguhnya di dalam Hukum kewarisan Islam pun, banyak pula ajaran
yang ditemukan seperti ajaran kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljamaah
dan ajaran kewarisan menurut Syi’ah. D1 dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus
Sunnah Waljama’ah sendiri terdapat 4 (empat) Mazhab atau aliran yaitu, Mazhab
Syafit’, Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki. Untuk di Indonesia,
Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut
Ahlus Sunnah Waljama’ah, dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljama’ah in1 pun yang
paling dominan dianut adalah ajaran kewansan menurut Mazhab Syafit’. Selain dar
Hukum Kewarisan ajaran Ahlus Sunnah Waljama’ah yang tergolong Pluralistis itu,
dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun 1950, ternyata ajaran Hukum

Kewarisan yang bercorak bilateral, yang diperkenalkan cukup besar pula

pengaruhnya.

Ajaran Hukum Kewarisan bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin inilah
kenyataannya yang akan dikembangkan dalam menuju pembentukan Hukum
Kewarisan Nasional. Untuk sekarang ini telah ada 1 (satu) Kompilasi Hukum

Kewarisan yang berlaku bagi kalangan interen umat [slam Indonesia yaitu, Kompilasi
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Hukum Islam (KHI) berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang meliputi
Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakapan, dan ternyata Hukum Kewarisan menurut
KHI tersebut menganut sistem Hukum Kewarisan
bilateral(http://andinuzul.wordpress.com/2009/01/15/menggagas-hukum-kewarisan-

nasional-dalam).
2.5 Sumber Hukum Waris Isiam

Telah disampaikan sebelumnya bahwa sumber hukum waris islam adalah Al-
Quran, Al-Haddis, dan Ijitihad. [ni dapat dilihat dari surat Al — nisa ayat 7, 11, 12 dan

176.
2.3 Hukum Waris Barat

Didalam hukum waris Barat, diatur mengenai cara perpindahan harta
seseorang yang telah meninggal. Terdapat dua macam cara untuk mengatur

perpindahan tersebut, yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang 1alah pembagian warisan kepada ahli
waris (orang-orang yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan
pewaris).Mewaris berdasarkan undang-undang disebut juga ab-instentato,
sedangkan ahh warisnya disebut ab-intestaat. Mewaris menurut undang-
undang terdiri atas:

a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri Artinya ahli waris tampil

mewaris secara langsung dan pewaris kepala demi kepala (sama rata).
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b. Mewaris berdasarkan penggantian Artinya ahli waris tampil mewaris
karena menggantikan kedudukan dart ahli waris yang sebenamya
berhak mewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

2. Pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada
orangorang yang berhak menerima warisan menurut kehendak terakhir si
pewaris (wasiat pewaris). Wasiat harus dinyatakan dalam akta notaris.

Pewarisan berdasarkan surat wasiat disebut juga ad-testamento, sedangkan

ahli warisnya disebut juga testamentair.

Warisan dibagikan kepada para ahli waris. Didalam hukum waris Barat, ahli
waris dibagi menjadi beberapa golongan, unuk menentukan jauh dekatnya hubungan

darah keluarga. Golongan tersebut antara lain:

. Golongan I : terdiri dari suami atau istri dan anak beserta keturunannya.

2. Golongan II : terdinm dari orang tua dan saudara-saudara beserta
keturunannya.

3. Golongan III : terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas.

4. Golongan IV : terdiri dan keluarga dalam garis menyamping yang lebih
jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris Golongan III beserta

keturunannya.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPer, yang berhak mendapatkan warisan
adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin yang diakui secara sah dan

suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga apabila ahli waris yang berhak menurut
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Pasal 832 ayat (1) KUHPer sudah tidak ada, maka menurut Pasal 832 ayat (2)
KUHPer, harta wanisan dapat jatuh ke tangan negara. Kedudukan negara sebagai

penerima warisan berbeda dengan ahh waris. Perbedaannya yaitu:

. Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva
warisan mencukupi (Pasal 832 ayat (2) KUHPer).

2. Negara tidak dengan sendirinya mengambil alith hak dan kewajiban
pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat (3)

KUHPer).

Seseorang yvang akan menertma sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut(Eman Suparman, 2005:33):

a) Harus ada orang yang memnggal dunia (Pasal 830 KUHPer),

b) Para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan
ini1 tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 KUHPer, yaitu:
“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila
ia meninggal saat dilahirkan, 1a dianggap tidak permah ada. Dengan
demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh
hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

¢) Seseorang ahl waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti 1a tidak

dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris
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karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi

ahl1 waris.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut KUHPer antara lain adanya

hak mutlak darm para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut

pembagian dari harta warisan. [mi berarti, apabila seorang ahli waris menuntut

pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak

oleh ahli waris yang lainnya. Hak mutlak tersebut disebut juga Legitime Portie.

Bagian yang didapat oleh ahlt waris yang merupakan Legitime Portie adalah:

Bagian pada anak sah menurut Pasal 914 KUHPer adalah:

a) Jika hanya ada anak sah, maka jumlah Legitime Portie adalah '% dari bagian
yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.

b) Jika dua anak sah, maka jumlah Legitime Portie adalah 2/3 dari bagian yang
sebenarnya akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undangundang.

¢) Jika ada tiga anak sah atau lebith, maka jumlah Legitime Portie adalah % dani
bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-

undang.

. Menurut Pasal 914 ayat (4) KUHPer, apabila anak meninggal terlebih dahulu dari

si pewaris, maka harta warisan jatuh kepada anak-anaknya bersama-sama tetapi
dthitung atas dasar penggantian,
Menurut Pasal 915 KUHPer, untuk bagian lurus keatas, maka jumlah Legitime

Portie adalah ‘2 dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
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4. Menurut Pasal 916 KUHPer, untuk anak luar kawin yang diaku secara sah, maka
jumlah Legitime Portie adalah 'z dari bagiannya sebagai ahli waris menurut
undang-undang.

§. Menurut Pasal 917 KUHPer, apabila sudah tidak ada keluarga sedarah dalam
garis ke atas dan ke bawah dan tidak ada juga anak luar kawin yang diakui secara

sah, maka dapat diberikan kepada orang lain melalu: hibah wasiat.
2.4 Hukum Waris Adat

Pada masyarakat adat, dalam hal pembagian harta benda yang ditinggalkan
dari seseorang yang telah meninggal untuk dibagikan kepada keturunannya, mengacu
kepada hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat itu sendir1, yaitu yang diatur di
dalam hukum waris adat. Istilah waris dalam hukum waris adat diambil dari bahasa
Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum
waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam
hubungannya dengan ahli wans, tetapi lebih luas dar itu (Hilman Hadikusuma,

2003:7).
Beberapa istilah yang digunakan di dalam hukum waris adat di antaranya:

a) Peninggalan. Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi
atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup.
b) Pusaka. Istilah ini yang lengkapnya vyaitu harta pusaka, dapat dibedakan

antara pusaka tinggi dengan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi
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merupakan peninggalan dari zaman leluhur yang tidak pantas untuk
dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta peninggalan
beberapa generasi diatas ayah yang sifatnya tidak mutlak tidak dapat
dibagi-bagi. Garis batas antara pusaka tinggi dengan pusaka rendah
tergantung dari susunan kemasyarakatan adat yang bersangkutan.

Didalam kewarisan adat, terdapat dua sifat keturunan yang ada dalam
masyarakat hukum adat antara lain (Amanda Hastavhania, 2008.6):

a) Lurus, apabila seseorang merupakan keturunan langsung dengan yang

lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak.
Disebut lurus ke bawah jika rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke
anak, sedangkan disebut lurus ke atas, jika rangkaiannya dilithat dan anak,
bapak ke kakek.

b) Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih
terdapat ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama, atau satu
kakek nenek.

Dari kedua sifat keturunan tersebut, timbul prinsip-prinsip garis keturunan
yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli
waris dan pembagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu:

a) Prinsip Patrilineal Di dalam prinsip ini, kedudukan dan pengaruh pihak

laki-laki dalam hukum waris adat sangat kuat.

b) Prinsip Matrilineal Di dalam prinsip ini, kedudukan dan pengaruh pihak

perempuan dalam hukum waris adat sangat kuat.
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¢) Prinsip bilateral atau parental D1 dalam prinsip ini, kedudukan anak laki-
laki dan perempuan dalam hukum waris adat adalah sama dan sejajar.
Dengan demikian, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli
waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Di samping ketiga prinsip tersebut, mungkin masth ada variasi lain yang
merupakan perpaduan dari ketiga prinsip tersebut, misalnya: prinsip patrilineal
beralih-alih (alternerend) dan prinsip unilateral berganda (dubbel-unilateral).

D1 dalam hukum wans adat, terdapat sistem kewarisan adat, yaitu:

a) Sistem kewarisan individual, dimana para ahli waris mewarisi harta

peninggalan pewaris secara perorangan.

b) Sistem kewarisan kolektif, para ahli waris mewarisi harta peninggalan
pewaris secara bersama-sama, karena harta peninggalan tersebut tidak
dapat dibagibagi.

¢) Sistem kewarisan mayorat, dimana harta penminggalan pewanis hanya
diwarisi oleh seorang anak tertua. Sistem mayorat dibagi menjadi 2
bagian, yaitu:

I. Mayorat laki-laki apabila anak laki-laki tertua/sulung yang menjadi
ahlh waris tunggal.
2. Mayorat perempuan apabila anak perempuan tertua yang merupakan

ahli waris tunggal.
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Harta warisan di dalam hukum adat dibagi menjadi dua macam yaitu harta
warisan yang dapat dibagi dan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta
warisan yang tidak dapat dibagi, dapat digadaikan dalam keadaan mendesak
berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat yang
bersangkutan. Sedangkan apabila harta yang dapat dibagi ingin dijual atau dialihkan
kepada ahli waris lain, maka harus dimintakan pendapat para anggota kerabat, agar

tidak melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam kerukunan kekerabatan.

2.5 Kedudukan anak luar kawin dalam mewarns setelah adanya putusan

Mahkamah KonstitusiNo.46/PUU-VIII2010
Menurut pendapat sarjana :

1. Menurut Milly Karmila Sareal bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini
mengena pada semua anak luar kawin yang belum/tidak diakui (anak zina dan
anak sumbang). KUHPerdata menutup kemungkinan anak anak zina dan anak
sumbang untuk diakui (tidak dapat mempunyai hubungan perdata dengan
orangtua/bapak/ibu). Terdapat pengaruh dan putusan Mahkamah Konstitusi
terhadap hukum keluarga vang bukan KUHPerdata, bisa berakibat lain
pemberian kedudukan terhadap anak-anak luar kawin yang lebih-lebih
dibenihkan oleh laki-laki dalam keadaan menikah (mengikuti batasan dalam
KUHPerdata berarti anak zina) dapat menimbulkan kerugian bagi kepastian
hak-hak pasangan yang sah dan para anak-anak yang sah yang lahir dan

pernikahan yang sah.
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2. Menurut Neng Djubaedah bahwa ditinjau dari hukum Islam sebagaimana
ditentukan dalam pasal 186 KHI tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi
ttdak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut mendudukan anak hasil zina sama dengan “anak sah™.
Mercka sama-sama mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya serta dengan ayah biologisnya dan keluarganya asalkan
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya. Hal ini
telah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud
diterangkan bahwa “Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak mula“nah
kepada ibunya dan ahli waris ibu”. Ketentuan hadis Rasulullah tersebut
dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum waris Mesir pasal 43. Bahwa “....
anak (hasil) zina dan anak 11"an mempusakai dari ibu dan kerabat ibunya, dan

tbu dan kerabat ibunya mempusakai keduanya (anak (hasil) zina dan anak

li"an).

Menurut pendapat MUI bahwa anak zina tidak dapat disetarakan dengan anak
sah, karena pembuahan pada anak zina terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah
secara agama antara kedua orangtuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan

dengan hukum Islam yang dimana berdasarkan Al-quran dan Hadishadis Rasulullah

SAW vang sifatnya gat™i (pasti).
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2.6 Kerangka Pikir
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2.7 Definisi Oprasional

a) Tinjauan Yuridis-Sosiologis yaitu suatu metode analisis hukum yang
memadukan kebiasaan masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pembagian harta warisan.

b) Pewans adalah pihak keluarga yang meninggal dunia dan telah meninggalkan
harta warisan.

¢) Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa hak
maupun berupa kewajiban.

d) Ahli wans adalah pihak keluarga yang ditinggalkan oleh pewans karena
meninggal dunia.

e) Dzul Faraa’idh “Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an,
yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu
yang tidak berubah-ubah

f) Ashabah adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Ashabah menurut
ajaran kewarisan patrilineal Sjafi’1 adalah golongan ahh waris yang mendapat
bagian terbuka atau bagian sisa

g) Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris
melalui pihak wanita saja.

h) Mawali ialah ahli waris pengganti. Maksudnya adalah ahli waris yang
menggantikan seseorang untuk memperoleh bagtan warisan yang tadinya akan

diperoleh orang yang digantikan itu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3. 1 Tipe Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan pokok yang dikemukakan di atas, maka
peneliti mengggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris yaitu memadukan antara data
primer yang diperole dari hasil penelitian di lokasi penelitian dan dengan data
sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran peraturan perundang-undangan dan
penelusuran literature-literatur yang mendukun dalam menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini.
3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah
hukum kebiasaan dan pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaan Kabupaten
Pohuwato dalam pembagian harta warisan.
3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data
guna menunjang penulisan dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Marisa,

Kantor Desan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
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3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer vaitu data yang diperoleh darn hasil wawancara langsung
dengan Hakim, pthak pemerintah desa, dan tokoh-tokoh agama dan
tokoh-tokoh adat.

2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka
berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karva
ilmiah, internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang akan
ditelit1.

3.5 Populasi dan Sampel

Polulasi vyaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek
penelitian, dengan demikian dalam penulisan skripsi in1 maka yang menjadi
populasi adalah hakim pengadilan agama marisa, tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan tokoh adat.

Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu:

a. 2Hakim Pengadilan Agama Marisa

b. 7 Pemerintah Desa

¢. 2 Tokoh Masyarakat

d. 2 Tokoh Agama

e. 2 Tokoh adat
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3.6 Tekhnik Pengumpulan Data

Tehknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan

dua cara yakni:

1. Penilaian kepustakaan (library reseach) penelitian dilaksanakan dengan
mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku,
dokumen, peraturan perundang-undangan, karva ilmiah dan litelatur-
litelatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian lapangan (field reseach). Penelitian yang dilaksanakan dengan
terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan
langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:

a. Wawancara langsung dengan para sampel dalam penelitian ini.
b. Dokumentasi yaifu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang
diberikan oleh pihak terkait.
3.7 Analisa Data
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun
data sekunder nantinya akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara
deskriftif yaitu dengan cara menjelaskan dan mengambarkan sesual permasalahan

yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Metode Pembagian Harta Warisan Di Kalangan Masyarakat Kecamatan

Duhiadaa Kabupaten Pohuwato

Indonesia yang merupakan Negara hukum, yang menganut hukum Perdata
yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Prof. Dr.
Sudikno Mertokusumo, S.H, Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang
mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam
hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat (P.N.H Simanjuntak, 2009:7).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari 4 bagian, yaitu Buku I tentang
Orang yang memuat hukum tentang dir1 seseorang dan Hukum Kekeluargaan, Buku
Il tentang Benda yang memuat hukum perbendaan serta Hukum Warisan, Buku il
tentang Perikatan yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pithak yang
tertentu, Buku IV tentang Daluwarsa dan Pembuktian yang memuat perihal alat-alat
pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

(Subekti, 2003:4).

Seperti yang telah disinggung diatas, Buku 1I Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata mengatur tentang Benda, salah satunya berkaitan dengan Waris. Hal tersebut

diatur dengan Hukum Waris yang memiliki arti yaitu kumpulan peraturan yang
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mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai
pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan 1m
bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan

mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga (A.Pitlo,

1979:1).

D1 Indonesia terdapat 3 Hukum Waris yang masih berlaku, yaitu Hukum
Waris Adat dimana disetiap masing-masing daerah mempunyai ketentuan sendiri
dalam pembagian harta waris, Hukum Waris Islam dimana hanya berlaku bagi

penganut agama Islam, dan Hukum Waris Perdata dimana diatur di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

Seperti vang telah disinggung di atas, penganut agama Islam menggunakan
Hukum Wars Islam dalam membagikan harta kekayaan bila seseorang telah
meninggal dunia. Sumber Hukum Waris Islam terdapat pada Al-Quran dan Hadist
dimana telah disebutkan bagian-bagian yang akan didapat oleh setiap ahli waris.
Hukum Islam di Indonesia juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. H.
Abdurrahman, S.H menuturkan bahwa Kompilast Hukum Islam d1 Indonesia
merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa
dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan

dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan (Nasrun Harun, 2001:968).
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Pembagian hantar warisan dikalangan masyarakat Indonesia sangat beragam,

yaitu:

a. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat;

b. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum kebiasan masyarakat;

¢. Pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagai dasar
pembagian;

d. Pembagian harta warnisan berdasarkan ketentuan hukum perdata (BW).

Masyarakat Indonesia yang multi etnis, budaya, dan adat yang berbeda-beda,
pada dasarnya turut mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan sosial baik
dilingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan keluarga. Seperti halnya dalam
konteks pembagian harta warisan dikalangan masyarakat yang masih berpegang tegu
pada hukum adat masing-masing, akan membagi harta warisan tersebut berdasarkan
ketentuan hukum adat mereka masing-masing. Pembagian harta warisan untuk
kalangan masyarakat adat ada yang menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal,

matrilineal, parental, dan sistem kekeluargaan bilateral.

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum kebiasaan masyarakat. Hukum
kebiasaan yang dimaksud disini adalah pembagian harta warisan yang mana terkait
dalam konteks besaran pembagian harta warisan itu diserahkan sepenuhnya kepada
orang tua untuk menilai tanpa harus mempertimbangkan dari sisi hukum agama yang
mereka anut dan pembagian harta warisan ini sudah dilakukan meskipun pewaris

belum meninggal duma akan tetapi sudah meninggalkan pesan-pesan kepada anak-
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anaknya dan/atau keluarganya. Pembagian harta warisan 1 termasuk banyak
dilakukan dikalangan masyarakat yang merasa adil dengan metode-metode tersebut.

Meskipun tidak menjamin potensi terjadinya konflik sengketa warisan.

Pembagian harta warisan dikalangan masyarakat dengan metode pembagian
berdasarkan hukum islam, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menerapkan
nilai-nilai spiritual islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun hal im tidak
sepenuhnya benar. Dan masih banyak juga masyarakat yang beragama islam
melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam, meskipun tidak
menerapkan mlai-nila1 spiritual i1slam 1tu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan
tetapi meskipun Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas penduduknya sekitar
87% beragama islam, tidak sepenuhnya menerapakan ketentuan dalam hukum islam

itu sebagai dasar pembagian harta warisan.

Selain itu ada juga yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan
ketentuan KUH Perdata. Sistem waris dalam KUH Perdata (BW) tidak mengenal
istilah harta asal maupun harta gono-gini atau harta yang diperoleh bersama-sama
dalam perkawinan. Sebab harta warisan dalam BW, dan siapa pun juga, merupakan
“kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralth dari tangan
peninggal warisan/pewaris ke ahli waris. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan
pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewans.
Seperti yang ditelah ditegaskan dalam Pasal 849 KUH Perdata (BW) yaitu “undang-

undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu
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peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris BW
mengenal sebaliknya dari sistem hukum adat yang membedakan macam-macam dan
asal barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat seseorang meninggal
dengan meninggalkan sejumlah harta harta peninggalan tersebut senantiasa
ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawah oleh salah satu pihak
ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh
bersama suami-isteri selama dalam perkawinan. Sedangkan dalam sistem BW tidak
mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-
masing ketika menikah, maupun harta harta yang diperoleh selama dalam perkawinan
digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh

ahli warisnya.

Membahas terkait masalah hukum waris pada dasamya bukanlah sesuatu hal
yang tabu dan sudah sering menjadi hal yang menjadi pembahasan dikalangan
keluarga sesama ummat Islam untuk dalam hal pembagaian harta warisan. Meskipun
demikian, masalah harta warisan sering kali menjadi objek sengketa dan bahkan
sampai dalam proses hukum pidana baik karena pembunuhan, penganiayaan, dan
pemalsuan dokumen surat-surat berharga. Ambisi untuk mempertahankan rasa atas
haknya masing masing tanpa ditopan oleh dasar ilmu, sifat tawaddu, iman dan takwa

maka potensi serjadinya sengketa cukup terbuka lebar.

Harta warisan merupakan suatu hal yang sering kali menjadi sengketa

dikalangan masyarakat. Yang yang menjadi pokok permasalahan tersebut tidak lain
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karena adanya perbedaan pendapat terkait hak dan besarnya nilai harta warisan yang
diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Perbedaan pendapat terkait dengan hak oleh
masing-masing ahli waris tentu sangat-sangat berpotensi menyebabkan terjadinya
sengketa dan tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan pertikaian diantara ahh
waris. Sehingga dengan demikian perlu untuk memahami pandagan masyarakat dan

kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pembagian harta warisan.

Terkait hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di
Kecamatan Duhiadaa, yang juga merupakan salah satu Warga Desa Duhiadaa bapak

Rachmad, beliau menjelaskan bahwa:

Pembagian harta warisan memang sering kali jadi masalah, apalagi jika
objek harta warisan itu berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan
rumah. Ini sering kali jadi masalah kalau para ahli waris memiliki penafsiran
vang berbeda-beda terkait nilai jual, anak yang satu si A maunya begini, si B

begitu, si C begini dan begitu, akhirnya jadi masalah.

Pembagian harta warisan biasanya dilakukan berdasarkan hukum kebiasana
di masyarakat seperti membagia rata antara laki-laki dan perempuan, selain
itu pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam, meskipun sedikit
yang menerapkan hal ini. Akan tetapi nanti ketikan ada sengketa antara para
ahli waris baru membahas pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan

hukum islam.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, penehti berkesimpulan bahwa metode
pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa ada 2, yaitu:
pembagian harta berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dikalangan masyarakat, dan kedua
pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum islam meskipun sangat minim

yang menerapkan hal ini.

4.2 Pertimbangan Masyarakat Kecamatan Duhiadaan Kabupaten Pohuwato

Dalam Pembagian Harta Warisan

Kecamatan Duhidaan termasuk daerah yang hampir 100% pendudukanya
adalah beragama Islam. Sebagai seorang yang beragama Islam, tentunya nilai-nilai
spiritual yang diajarkan dan diamanatkan dalam agama Islam, harus diterima secara
totalitas, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara warls
[slam.Yang menjadi permasalahan, adalah apakah dengan daerah yang mayoritas
penduduknya beragama Islam, memberikan jaminan bahwa segalah hal yang

berkaitan dengan masalah waris Islam sudah diterapkan dan diterima sepenuhnya

oleh masyarakat.

Terkait hal i1, peneliti melakukan wawancara dengan aparat Pemerintah Desa

Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa bapak frans, beliau menjelaskan bahwa:

Sengketa masalah waris di desa kami, memang sering kali terjadi, dan

bahkan bukan hanya dalam masalah waris, termasuk juga masalah sengketa
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tanah, sengketa utang piutang, sengketa harta bersama juga sering kali di
desa kami. Dan bahkan perna terjadi tindakan penganiayvaan diantara ahli

WwWaris.

Penjelasan behiau di atas memberikan suatu gambaran bahwa perkara kewaris
bukanlah suatu perkara yang mudah. Seringnya terjadi sengketa memberikan suatu
gambaran bahwa pemahaman masyarakat terkait masalah kewarisan Islam masih

tergolong renda, dan bahkan sampai terjadi tindak pidana penganiayaan.
Lanjut itu, belau juga menjelaskan bahwa:

Meskipun memang masyarakat di desa kami itu mayoritas beragama Islam,
tapi tidak sepenuhnya segalah hal masalah agama Islam itu diterima
Masalah ibadah yang lebih penting lagi kadang masyarakat masih banyak
yvang melalaikan. Jadi hal ini memang terasa sulit untuk menyelesaikan
masalah warisan. Jadi kebanyakan masyarakat di Kecamatan Duhiadaa
termasuk di Desa duhiadaa melakukan pembagian harta warisan itu hanya
berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Biasanya orang tua dulu itu
sebelum meninggal sudah memberikan pesan-pesan kepada anaknya kalau si
A bagiannya ini, si B bagiannya ini, si C bagiannya ini. Jadi seperti itu tanpa
memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan dari jenis kelamin calon ahli
waris dan nilai jual objek warisan. Dan terkadang anak yang usia muda

diberikan bagian yang lebih besar.
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Dan hasil wawancara di atas, ketentuan terkait masalah pembagian harta
warisan masyarakat hanya membagi berdasarkan hukum-hukum kebiasaan di tengah-
tengah masyarakat. Kebiasaan yang dimaksud disini adalah pembagian harta warisan
sudah disampaikan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Dan
pembagian tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dari segi hak masing-masing
ahli waris, ketentuan hukum waris islam, dengan lebih mementingkan prinsip sama

rata.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga desa Duhiadaa

Bapak Toti, Beliau menjelaskan bahwa:

Masalah pembagian warisan ke anak-anak itu kami lebih condong
berdasarkan pertimbangan kami dengan tetap mengutamakan kemerataan
bagian anak-anak kami baik laki-laki maupun perempuan. Biasanva kal ada
lahan dan ada rumah, lahan untuk anak laki-laki sedangkan rumah untuk
anak perempuan. Akan tetapi tidak mutlak harus begitu pembagiannya. Yang
Intinya tergantung sepenuhnya kepada orang tua. Orang tua juga biasa
mempertimbangkan faktor ekonomi calon ahli waris, faktor kedekatan dengan
orang tua, faktor pekerjaan calon ahli waris. Kalau anak yang pekerjaanya
dan ekonominya bagus biasanva mendapatkan bagian vang tidak sama
dengan calon ahli waris yang lain. Anak yang tinggal serumah dengan orang
tua karena belum ada rumah dan kurang mampu biasanya lebih besar

bagiannya dibandingkan anak yang jauh dari orang tua, maksunya anaknya
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itu yang menjaga orang tuanva. Termasuk juga jika ada calon ahli waris
yang memiliki pekerjaan tetap dan menjanjikan turut menjadi pertimbangan

terkait masalah bagian harta warisan.

Dar1 hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa dalam hal

pembagian harta warisan ada beberapa pertimbangan masyarakat dalam melakukan

pembagian harta warisa, yaitu:

. Pembagian harta warisan sudah disampaikan/dipesankan kepada calon ahli
waris untuk bagiannya masing-masing;

2. Pertimbangan dari aspek keadaan ekonomi calon ahli waris;

3. Pertimbangan dari aspek kedekatan dengan pewaris;

4. Pertimbangan dari aspek pekerjaan calon ahli waris.

Pada dasarmnya membicarakan harta warisan disaat orang tua masih hidup
merupakan suatu hal yang tak pantas. Karena tidak akan perna terjadi yang namanya
harta warisan dan ahli waris, jika tidak ada yang meninggal dunia. Akan tetapi dalam
kenyataanya di masyarakat dan mengutip dari hasil wawancara di atas, pembicaraan

masalah harta warisan sudah dilakukan sebelum calon pewaris meninggal dunia.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat

bapak Ube, warga desa duhiadaa. beliau menyampaikan bahwa:

Pembagian harta warisan dikalangan masyarakat sebenarnya lebih

cenderung dibagt rata baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini untuk
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menghindari sengketa atau perselisihan antara ahli waris. Tapi sebenarnya
ada juga di kalangan masyarakat membagi harta warisan berdasarkan
ketentuan hukum islam, dimana laki-laki lebih banyak bagiannya
dibandingkan dengan perempuan. Dengan perbandingan 2: 1, pihak laki-laki
2, sedangkan perempuan | bagian. Untuk kalangan masyarakat memiliki
nilai-nilai  sprituan yang tinggi tentunya pembagiannya menerapkan
ketentuan hukum islam. Akan tetapi mayoritas dikalangan masyarakat jika
diterapkan metode ini seringkali menimbulkan sengketa antara para ahli

Waris.

Hal m menunjukkan bahwa, pembagain harta warisan dengan metode
pembagian berdasarkan ketentuan hukum islam juga diterapkan dikalangan
masyarakat Kecamatan Duhiadaa. Meskipun metode pembagian ini tergolong sedikit

yang menerapkannya dengan pertimbangan untuk menghindari sengketa.
Beliau juga menjelaskan:

Pertimbangan pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam yang
pertama itu karena perinta Allah SWT, dan kedua pada dasarnya laki-laki
yang akan menikah akan menanggung suatu beban untuk menghidupi dan
memenuhi kebutuhan pokok keluargannya. Sedangkan untuk perempuan
kewajibannya mengurus rumah tangga, bukan mencari nafkah, meskipun
ketika perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya bukan merupakan

suatu dosa.
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Dan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa, pebagian harta warisan
berdasarkan ketentuan hukum islam yang merupakan perintah Allah SWT bukanlah
suatu sekedar konsep perintah belaka, akan tetapi pada dasarnya ada kewajiban yang
ikut dibebankan kepada pihak laki-laki yang berkewajiban untuk menafkahi

keluargannya.

Dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa pertimbangan masyarakat

Kecamatan Duhiadaa dalam pembagian harta warisan yaitu:

a. Pembagian harta warisan sudah disampaikan/dipesankan kepada calon ahli
waris untuk bagiannya masing-masing;

b. Pertimbangan dari aspek keadaan ekonomi calon ahli waris;

c. Pertimbangan dari aspek kedekatan dengan pewaris;

d. Pertimbangan dar aspek pekerjaan calon ahli wans;

¢. Pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum islam.
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BAB Y

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

(1) metode pembagian harta warisan dikalangan masyarakat Kecamatan Duhiadaa

ada 2, yaitu: pembagian harta berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dikalangan

masyarakat, dan kedua pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan

hukum islam meskipun sangat minim yang menerapkan hal in1.

(2) pertimbangan masyarakat Kecamatan Duhiadaan dalam pembagian harta

warisan vaitu:

a.

Pembagian harta warisan sudah disampaikan/dipesankan kepada calon ahli
warls untuk bagiannya masing-masing;

Pertimbangan dari aspek keadaan ekonomi calon ahli waris;

Pertimbangan dar aspek kedekatan dengan pewaris;

Pertimbangan dari aspek pekerjaan calon ahli waris;

Pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum islam.
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5.2 Saran
Ada pun saran penelit1 yaitu:

Perlu adanya peran dari pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan
Duhiadaan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait masalah

hukum waris.

Melibatkan akademisi dalam hal proses mediasi atau penyelesaian sengketa

waris di kalangan masyarakat.
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